
l.. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Ta.hun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tmgkat Il Kendari 
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nornor 5 Tahun 2014 tentang 
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Republik. lndonesia 5954); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tabun 2004 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah di u bah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipla Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 6573); 

a. bahwa dalarn rangka pelaksanaan kebijakan 
penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi 
pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kota 
Kendari; 

b. babwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
Penyederhanaan Struktur Organisaai Pada lnstansi 
Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kora 
Kendari; 

WALIKOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PROVINSISULAWESITENGGARA 

PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR I> TAHUN 2022 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI 

WALIKOTA KEN DARI 

Mengingat 

Meni:mbang 



5. Peraturan Pemerintab Nomor 18 Tahu.n 2016 tentang 
Perangkat Daera.h (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndones.ia Tahun 2019 Nom01: 187); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 
sebagimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas 
Pcraturan Pernerintah Nomor l 1 Tahun 2017 tentang 
Manajernen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 64 77); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahuu 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nom01· 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk 
Hukum Daerah [Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

8. Peraturan Menteri Perikanan Nomor 26/Permen­ 
KP /201.6 ten tang Pedoman Nomenklatur Perangkat 
Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327); 

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang 
Penyetaraan -Jabatan Ad.ministrasi ke dalam 
Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 525); 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 
2021 tentang Pe-nyederbanaan Struktur Organisasi 
Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan 
Birokrasi (Betita Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 546); 

11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkar Daerah 
Kota Kendari [Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 
2016 Nomor 5) sebagaimana telab diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Dacrah Kota 
Kendari (Lembaran Daerah Kata Kendari Tahun 
2020 Nomor 11); 
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Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan 
bidang perikanan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 adalah Dinas 
Perikanan. 

Pasal 3 

Bagian Kedua 
Nomenklatur Perangkat Daerah 

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pernerintahan bidang perikanan 
diwadahi dalarn bentuk Dinas. 

Pasal 2 

Bentuk Perangkat Daerah 

Bagian Kesatu 

BAB II 
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE 

PERANGKAT DAERAH 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 
1 . Kota adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kora Kendari. 

3. Walikota adalah Walikota Kendari. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari. 
5. Dinas adalah Dinas Perikanau Kota Kendari. 
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kota Kendari. 
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 

unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis 
operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Iingkup Dinas. 

8. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 
tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 
keahlian dan keterampilan tertentu di lingkungan Dinas. 

9. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan 
tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang 
tugasnya dalam suatu satuan kerja 

Pasal 1 

KETENTUAN UMUM 

BABI 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI 
DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KOTA KENDARI. 

Menetapkan 

ME;MUTUSKAN : 

~ 
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Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas 
menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil 

pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang 
usahanya dalam 1 (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan 
Tempat Pelelangan fkan, dan pengelolaan pernbudidayaan ikan; 

b. petaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil 
pembudidayaan ikan, penerbitan SlUP di bidaug pembudidayaan ikan yang 
usahanya dalam 1 (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan 
Tempat Pelelangan lkan dan pengelolaan pembudidayaan ikan; 

c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha 
kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan 
dan usahanya dalam l (satu) daerah kota, pengelolaan dan penyelenggaraan 
Tempat Pelelangan lkan dan pengelolaan pembudidayaan ikan; 

d. pernbinaan terhadap UP'T'D lingkup dinas; 
e. pelaksanaan aclrninistrasi dinas; dan 
I, pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas 

dan fungsi dinas. 

Pasal 7 

Dinas bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perikanan. 

Pasal 6 

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 
bertanggungjawab kcpada Walikota melalui Sekretaris Daerah, 

Pasal 5 

Bagian Kesatu 
Kedudukan Organisasi 

BAB III 
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

(1) Perangkat Daerah diklasifikasikan atas Tipe B. 
(2) Peneutuan tipe Dinas sebagatmana dimaksud pada ayat (I) berdasarkan 

hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
perikanan. 

(3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan 
perun dang-undangan. 

Pasal4 

Bagian Ketlga 
Tipe Perangkat Daerah 
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Dalam rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 10 ayat {l) 
Sekretariat menyelenggarakan fungsi : 
a. pengkoordinasian dan penyusunan program dan anggaran kegiatan di 

Iingkungan Dinas; 
b. pengoordinasian dan penyusunan RPJMD dan RKPD; 
c, penyusunan laporan akuntanhilitas kinerja instansi pemerintah dan 

standar operasional prosedur; 
d. penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan; 
e. penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian; 
f. penyu sunan perencanaan dan program serta pengelolaan keuangan; 
g. pelak:sanaan urusan perlengkapan dart rumah tangga; 
h. pelalcsanaan evaluaai dan pclaporan Dinas; dan 

Pasal 11 

{l) Sekretariat hertugas melaksanakan urusan admini.strasi urnum, 
kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah 
tangga, pemeliharaan kantor, menyiapkan bahan koordinasi, penyusunan 
program kerja, LAICTP, SOP, evaluasi kineria dan pelaporan. 

(2) Sekretariat sebagairnana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris 
yang berada di bawah d.an bertanggungjawab kepa.da Kepala Dinas. 

Pasal 10 

Bagian Kedua 
Bagian Sekretariat 

Kepala Dinas bertugas memimpin, membina dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan penyelenggaraan urusan pernerintahan bidang perikanan dan 
bertanggungjawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas. 

Pasal 9 

Bagian Kesatu 
Kepala Dlnas 

BAB IV 
TUGAS DAN FUNGSI 

(l) Susunan Organisasi Dinas, tercliri dari: 
a. Kepala Dinas; 
b. Sekretariat; 
c. Bida.ng Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan; 
d. Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Tempat Pelelangan 

lkan; 
e. Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan; 
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan 
g. Kelornpok Jabatan Fungsional. 

(21 Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum 
pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 
Peraturan Walikota ini. 

Pasal 8 

Bagian Kedua 
Susu.nan Organisasi 
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Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), 
Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan menyelenggarakan 
fungsi ; 
a. perurnusan kebijakan tek:nis di bidang pemberdayaan, sarana dan 

prasarana serta kelernbagaan usaha perikanan tangkap: 
b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan, sarana clan 

prasarana serta kelembagaan usaha perikanan tangkap; 
c. pelaksanaan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan 

kecil; 
d. pemberian pendidikan dan pelatihan, birnbingan tcknis, serta pembinaan 

kepada nelayan; 
e. pelaksanaan administrasi, data dan statistic produksi perikanan tangkap, 

data kenelayanan serta data sarana kapal dan alat tangkap ikan; 
f. pongkoordinasian dan fasilitasi perlindungan nelayan, .kemitraan usaha 

serta kemudahan akses ilmu pengetabuan dan teknologi da.n inforrnasi 
kepada nelayan; 

g. pembinaan kelernbagaan dan kelompok usaha n.e1ayan; dan 
h. pelaksanaan Iungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

Pasal 15 

[I] Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan bertugas 
mel.akukan penyiapan bahan perurnusan dan pelaksanaan kebijakan serta 
evaluasi pelaporan bidang pemberdayaan dan kelembagaan usaha 
perikanan. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Din as. 

Pasal 14 

Bagian Ketiga 
Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan 

Pasal 13 

(l) Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian sebagairnana dimaksud dalam Pasal 
12 huruf a, bertugas melaksanakan urusan penyiapan bahan koordinasi 
antar bidang, kegiatan surat menyurat. kearsipan, rumah tangga, 
pemeliharaan perlengkapan, ketatalaksanaan dan uruaan pengelolaan 
kepegawaian. 

(2) Sub Bagian Bagian Umum clan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada 
ayat (l), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan 
bcrtanggungjawab kepada Sekretaris. 

Sekretariat, tercliri atas : 
a. Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian; dan 
b. Kel.ompok Jabatan Fungsional 

Pasal 12 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
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Susunan Organisasi Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan 
Tempat Pelelangan lkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 19 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), 
Kepala Bidang Perizinan, Pembinaan Muru dan Pengelolaan Tempat Pelelangan 
lkan menyelenggarakan fungsi : 
a. pelaksanaan penyiapan koordinasi pelaksanaan penerbitan Surat Izin. 

Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan, pelaksanaan penerbitan 
Tanda Pencatatan Usaha pembudidayaan lkan dart Tanda Pencatatan Kapal 
Pengangkut fkan Llidup, serta rekomendasi izin/pencatatan usaha 
perikanan lainnya sesuai ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang 
berlaku; 

b. pelaksanaan fasilitasi perurnusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta 
pelaporan pelaksanaan penerbitan rekornendasi usaha perikanan di bidang 
pernbudidayaan ikan yang usahanya dalam I (satu) daerah dan pencatatan 
usaha perikanan lainnya: 

c. pelaksauaan fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi 
pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu produk, pengolahan dan 
pemasaran basil perikanan, serta pengelolaan dan data produksi Tempat 
Pelelangan Ikan; dan 

d. pelaksanaan fungsi lain yang- diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Pasal 18 

(1) Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan Ternpat Pelelangan 
Ikan bertngas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan, cvaluasi serta pelaporan pelaksanaan 
penerbitan rekomendasi usaha perikanan di bidang pembudidayaan ikan 
yang usahanya dalam l (satu) Daerab dan pencatatan usaha perikanan, 
pembinaan mutu produk serta pengelolaan pengelolaan data produksi 
tempat pelelangan ikan;. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala 
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Dinas. 

Pasal 17 

Bagian Keempat 
Bidang Perizinan, Pembinaan Mutu dan Pengelolaan 

Tempat Pelelangan Ikan 

Susunan Organisasi Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan Usaha Perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan 
Fungsional 

Pasal 16 
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(l) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis 
opersional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 

(2) Kepala VPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 
Kepala Dinas. 

(3) Klasifikasi UPTD terdiri atas : 
a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar dengan jumlah 

beban kerja 10.000 atau Jebih jam kcrja efektif per tahun; dan 
b. UfTfD Kelas B unruk mewadahi beban kerja yang kecil dengan jumlah 

beban kerja 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 atau lebih jam 
kerja efektif per tahun; 

(4) Pembentukan UP'l'D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada 
Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat, 

Pasal 23 

Susunan Organisasi Bidang Usaha Budi<laya dan Perbenihan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20, terdiri ata.s Kelompok Jabatan Fungsional 

Baglan Keenam 
Unit Pelaksana Teknis Daerah 

Pasal 22 

Pasal 21 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), 
Kepala Bidang UsahaBudidaya dan Perbenihan rnenyelenggarakan fungsi: 
a. perumusan kebijakan dao rencana kerja pengelolaan pembudidayaan ikan 

dan perbenihan; 
b. pelaksanaan kebijakan pengelolaan pem.budidayaan ikan clan perbenihan; 
c. pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan buclidaya 

perikanan berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan penyediaan data 
dan informasi pengelolaan pembudidayaan ikan; 

d. pelaksanaan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan 
parumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan 
pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan lahan untuk pembudidayaan ikan 
(air laut, payau dan air tawar), pengelolan kesehatan ikan dan Iingkungan, 
dan pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan 
pembudidaya ikan; 

e. pelaksanaan pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik, 
penyediaan benih ikan, calon Induk, dan induk ikan yang bermuru, dan 
pelestarian calon induk, induk, dan/atau benih ikan; dan 

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas 
dan fungslnya. 

(lj Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan bertugas melaksanakan penyiapan 
koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta 
pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan dan perbenihan. 

(2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang 
yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. 

Pasal 20 

Bagian Kelima 
Bidang Usaha Budidaya dan Perbenihan 
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Pasal 28 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing­ 
masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang 
diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja 
bertanggung jawab memlmpin dan mengoordinasfkan bawahannya serta 
memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas. 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib rnengikuti dan mematuhi 
petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan 
menyarnpaikan laporan secara berkala. 

(4) Setiap laporan yang diterirna oleh pirnpinan satuan organisasi dari 
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk 

Dalam mela.ksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional 
wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisaei baik dalam 
lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan 
Dinas serta dengan instansi lain di Iuar Dinas sesuai dengan tugas masing­ 
masing. 

BABV 
TATAKBRJA 

Pasal 27 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
huruf b, Pasal 16, Pasal 19 dan Pasal 22 terdiri dari sejumlah Aparatur 
Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalarn berbagai 
kelompok sesuai bidang keabliannya. 

(2) -Iabatan Fungsional sebagairnana ctima.ksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub 
koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya, 

(3) Sub Koordinator sebagaim.ana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah 
dan bertanggungjawab kepada pejabat di atasnya. 

(4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu 
pirnpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, 
pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub 
substansi. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok 
sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

Pasal 26 

Jabatan Fungsional sebagaimana climaksud dalarn Pasal 24, adalah 
sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan 
fungsional yang berdasarkan pada keablian dan keterampilan tertenru. 

Pasal 25 

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas dapat dibentuk sejumlah 
kelornpok jabatan Iungsional sesuai dengan kebutuba:n dan berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketujuh 
Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 24 
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Pada saat mulai berlakunya Peraturan Walikota ini, UPTD tetap melaksanakan 
tugasnya sampai dengan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja UPTD yang baru diundangkan. 

BAB VII 
KETENTUANPERALIHAN 

Pasal 32 

BAB VI 
PENGANGKATAN,PEMBERHENTIAN,KEPANGKATAN 

DAN ESELONISASI DALAM JABATAN 

Pasal 31 

( l) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul 
Sekretaris Daerah.. 

(2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan 
diberhentikan oleh Walikota atas usu! Kepala Dinas rnelalui Sekretaris 
Daerah. 

(3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
(4) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon Ilb atau Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama. 
(SJ Sekretaris rnerupakan jabatan eselon Illa atau Jabatan Administrator 
(6) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon Illb atau .Jabatan Administrator. 
(7) Kepala Sub Bagian merupa.kan jabatan eselon JVa atau Jabatan Pengawas. 
(8) Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda 
(9) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhenUan dalam jabatan struktural 

di lingkungan Dinas, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang­ 
undangan. 

Atas dasar perti.mbangan daya gu.na dan hasil guna masing-masing peiabat 
dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada 
pcjabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pasal 30 

Pasal 29 

(1) Dalam hal Kepala Dines berhalangan, Sekretaris melakukan tugas Kepala 
Dinas sesuai dengan peraturan perunda.ng-undangan yang berlaku, 

(2) Dalarn hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat 
menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas. 

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk mernberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

(SJ Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan 
laporan wajib disampaikao kepada satuan organisa si lain yang secara 
fungsional mempunayi hubungan kerja. 

(6) Dalam melaksanakan tugsanya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh 
kepala sacuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian 
bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat 
berkala. 

I . 
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'l!i-.N~A UMAR 

"'B'ERlTA DAERAH KOTA KENDARI TA HUN 2022 NOMOR IS 

Diundangkan di Kendari 
pada tanggal, 2.<; - 1 - 2022 

~~TARIS DAERAH 
)KOTA~KENDARJ 

":--~ 

3 
2 

Ditetapkan di Kendari 
al, 2.<; - I - 2022 

,!MG:il~~~NDARI 

K. 

1 

PARAF KOORDINASI 
N(}, INSTASASI ! UNIT xlliiA m-~ F 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal cliundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer intah.kan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan. penempatannya daJam Berita Daerah Kot.a Kendari. 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Kendari 
Nomor 2 Tahun 2020 (Beriia Daerab Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 2) 
tentang Kedudukan, Susunan Organisast, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja 
Dinas Perikanan Kota Kendari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 34 

• 

Pasal33 

asa vm 
KETENTUAN PENUTUP 
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KEPALA DINAS 

SEKRETARIAT 

I I 
SUB BAGIAN 
UMUMO~N 

KEPl:GAWAJAN 

SUB KOOR.DINTOR. DAN 
X.fl.OMPOK lABATAN ~ 

FUNGSIONAL 

l I 

I I 
Bl DANG 810.ANG 

PEMBER.DAYAAN DAN PERlZI~, P1'H8INAI.N BlDANG 
KfLENBAGMN USAHA Mlll\J DAN PENG!J.01.AAN USAHA 8U01DAYA DAN 

P£RlKANAN TPI PERBENIHAN 

I I I 
SU9 KOORDlHTO~ DAN sue KOORDINTOR. DAN 508 KOORDINTOR DAN KELOMPOK JAB.A.TAN KfLOMPOKJAaATAN KfLOKPOKJABATAN ,UkGSIONAL fUNG:StONAL FUNGSIONAL 

I I I I I 

UPTO - 

BAGAN STRUKTUR OROANISASl 
DINAS PERIKANAN KOTA KltNDARI • 

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI 
NOMOR IS TAHUN 2022 
TANGGAL : :i_c;; - t - 2022 
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